PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 24/9 — 2013 No. 77.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.L sesuai_rdengém ketentuan
: Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang-Perseroan
T Terbatas. ' o

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA ™~

Nomor : AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013
TENTANG -
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama
terﬁadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen
pendukungnya serta salinan Akta Nomor 27, tanggal
10 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris
Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn., dan
diterima pada tanggat 31 Juli 2013, telah mementthi syarat
dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
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KEDUA 1 Keputusan ini mulai berfaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);

3, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Ditetapkan di Jakarta
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi ; Pada tanggal 10 Agustus 2013
Eselon 1 Kementerian Negara; A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI‘MANUSIA

4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia REPUBLIK INDONESIA -,
Republik Indonesia Nomor M.HHZ05:0T.01.01 DIREKTUR JENDERAL .
Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Organisasi dan Tata Kerja Kementerlan Hukum dan ‘

Hak Asasi Manusia Republik Indonesua, DR, AIDIR AMIN DAUD, SH MH DFM.

5. Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia NIP. 19581120.198810 1001

Republik Indor{e ia Nomor M.HH-02.AH.01.01
Tahun 2009. tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Daftar Perseroan Nomor AHU- 0074395 AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal

....... = 01 Agustus 2013

Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembentahuan
Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data
Perseroan

< PMEMUTUSKAN:

PERTAMA “«:Mengesahkan badan hukum PT. Pelabuhan
Tanjung Priok, berkedudukan di Jakarta Utara
karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Mode! I
yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 27, tanggal
10 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Nur Muhammad
Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn., berkedudukan di
Kotamadya Jakarta Timur.
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AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Nomor: = 27 =

Pada hari ini, Rabu tanggal 10-07-2013 (sepuluh Juii tahun dua ribu
tiga belas}.

Pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.

Menghadap kepada saya, Nur Muhammad Dipo Nusantara, Pua Upa,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan

dihadiri oleh saksi-saksi yang tefah dikenal oleh, saya notaris dan yang
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

L. Tuan Insinyur Richard Joost Lino dikenal Juga Insanyur R.J Lino, lahir
di Ambon pada tanggal 07-05-1953 (tujuh Mei tahun seribu sembilan
ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, selaku Direktur
Utama dari Perseroan yang:akan disebut dibawah ini, bertempat
tinggal di Pekayon, RukunTetangga 001, Rukun Warga 010,
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.070553.0077,
berlaku hinggal tanggal 07-05-2014 (tujuh Mei tahun dua ribu empat belas);

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas,” demikian sah mewakili direksi, dari dan oleh
karenanya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan
(Perserg). PT. Pelabuhan Indonesia II disingkat PT. Pefindo II (Persero),
berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar Pendiriannya
telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 14-06-1994 (empat belas Juni tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat), Nomor : 47, Tambahan Nomor : 3203/1994,

anggaran dasar mana kemudian diubah kembali, berturut-turut

sebagaimana ternyata dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-04-1999 (tiga
belas April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),
Nomor : 30, Tambahan Nomor : 2146/1999,
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Berita Negara Republik Indonesia teértanggal 12-12-2008 (dua
belas Desember tahun dua ribu delapan), Nomor : 100, Tambahan
Nomor : 27463/2008,

akta tertanggal 30-07-2009 (tiga puluh Juli tahun dua ribu semBilan),
Nomor : 3, dibuat dihadapan Agus Sudiono Kuntjoro, Sarjana
Hukum, Notaris di Bekasi, yang laporan pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusm Republik
Indonesia tertanggal 16-02-2010 (enam belas- Fébriari tahun dua
ribu sepuluh), Nomor : AHU-AH.01.10-04026, =

akta tertanggal 27-02-2012 (dua puluh tU]Uh Februarl tahun dua
ribu dua belas), Nomor : 09, dibuat d;hadapan Nanda Fauziwan,
Sarjana Hukum, Magister Kenot rlatan Notaris di Jakarta, yang
laporan pemberitahuannya téla"h':"dlter;ma dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republ!‘ ndonesia tertanggal 05-03-2012 (lima
Maret tahun dua ribu dua belas), Nomor : AHU-AH.01.10-07834,

akta tertanggal 2. 103-2012 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu
dua belas), Nomor 2, dibuat dihadapan Nanda Fauziwan,
Sarjana Hukud ster Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan
pembentahu : telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem dministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
35 fusia Republik Indonesia tertanggal 11-04- 2012 (sebelas
April tahun dua ribu dua belas), Nomor : AHU-AH.01.10-12325,
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akta tertanggal 16-04-2012 (enam belas April tahun dua ribu dua
belas), Nomor': 12, dibuat dihadapan Nanda Fauziwan, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database
Sistemn Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Repubiik Indonesia tertanggal 08-05-2012 (delapan
Mei tahun dua ribu dua belas}, Nomor : AHU-AH.01.10-16506,

akta tertanggal 11-06-2012 (sebelas Juni tahun“dua ribu dua
belas), Nomor : 02, dibuat dihadapan Nanda Fauziwan, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementenan ‘Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 15 06-2012 {lima belas
Juni tahun dua ribu dua belas}), Nomor : AHU-AH.01.10-22009,

akta tertanggal 21-09-2012 (dua puluh satu September tahun
dua ribu dua belas), Nomor:; 12, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang laporan pemberutahuannya telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Ménusia Republik Indonesia tertanggal
27-09-2012 (dua puluh tujuh tahun dua ribu dua belas),
Nomor : AHU-AH,01.10-35061;

dan terakhir telah diubah dengan akta Nomor : 01, 02 dan 03,
masmg -masing tertanggal 01-03-2013 (satu Maret tahun dua ribu
tiga belas), dibuat dihadapan Nanda Fauziwan, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta;

- akta tertanggal 03-04-2012 (tiga April tahun dua ribu dua belas),
Nomor : 04, dibuat dihadapan Nanda Fauziwan, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 22-04-2012 (dua puluh dua April tahun dua
ribu dua belas), Nomor : AHU-AH.01.10-14471,

akta-akta mana salinan resminya bermeterai cukup, diperlihatkan
kepada saya, Notaris;

sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini direksi
telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perusahaan
Perseroan (Persero} PT. Pelabuhan Indonesia II disingkat PT. Pelindo II
(Persero), demikian berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan
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tertanggal 21-06-2013 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu tiga
belas), Nomor : S-409/MBU/2013, yang fotocopynya dilekatkan pada
minuta akta ini;

II. Juan Doktorandus Dede Rustiana Martin, Master Businnes of

Administration, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 12-09-1955 (dua
belas September tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga
Negara Indonesia, selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Beka5| “Jalan Kemang
Dahlia Raya, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 36 :Kelurahan
Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 327505120955 008 berlaku hingga
tanggal 12-09-2014 (dua belas Septembert un dua ribu empat
belas);

untuk sementara berada di Jakart .

menurut keterangannya dalam hal ini-bertindak dalam jabatannya

tersebut di atas, demikian sah mewakili direksi, dari dan oleh
karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas

PT. Multi Terminal Indonesm, berkedudukan di Jakarta Utara, yang

anggaran dasar pendiriannya tefah dimuat dan diumumkan dalam Berita

Negara Republlk Indonesia tertanggal 14-05-2002 (empat belas Mei

tahun dua ribu dua), Nomor ; 39, Tambahan Nomor : 4706/2002;

fan, dasar mana kemudian diubah kembali, berturut-turut sebagai-

mana t »ﬁ_“n‘y_jéta dalam :

- akta té?tanggal 04-12-2003 {empat Desember tahun dua ribu
tiga), Nomor : 1, dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

- akta tertanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus tahun dua ribu
delapan), Nomor : 84 dan Nomor : 85, keduanya dibuat dihadapan
Herdimansyah Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
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Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya tertanggal 30-07-2009 (tiga puluh Juli tahun
dua ribu sembilan), Nomor : AHU-36315.AH.01.02.Tahun 2009,

akta tertanggal 24-09-2010 (dua puluh empat September tahun
dua ribu sepuluh}, Nomor : 85, dibuat dihadapan Herdimansyah
Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporan
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum'dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-10-2010 (diia puluh dua
Oktober tahun dua ribu sepuluh), Nomor : AHU-AH,01.10-26790,

akta tertanggal 14-07-2011 (empat belas.Juli tahun dua ribu
sebelas), Nomor : 48 dan Nomor : 49, keduanya dibuat dihadapan
Herdimansyah Chaidirsyah, SarJana,__Hukum Notaris di Jakarta,
yang laporan pemberitahuannyaliféléﬁif:diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukurmn Kementrian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik fndonesia tertanggal 29-07-2011 (dua puiuh
sembitan Juli tahun dua ribu sebelas), Nomor : AHU-AH.01.10-24553,

akta tertanggal 09-02-2012 (sembilan Februari tahun dua ribu dua
belas), Nomor : 24, dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana :ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal
28%02:2012 (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu dua
belas), Nomor : AHU-10751.AH.01.02.Tahun 2012;

akta tertanggal 29-02-2012 (dua puluh sembilan Februari tahun
dua ribu dua belas), Nomor : 131, dibuat dihadapan Herdimansyah
Chaidirsyah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporan
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database
Sistern Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas
Maret tahun dua ribu dua belas), Nomor : AHU-AH.01.10-09636;
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- akta tertanggal 26-07-2012 (dua puiuh enam Juli tahun dua ribu
dua belas), Nomor : 149, dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporan pemberitahuannya
telah diterima dan dicatat daiam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 15-08-2012 (lima belas Agustus tahun dua
ribu dua belas), Nomor : AHU-AH.01.10-30570;

akta-akta mana salinan resminya bermeterai cukup, diperlihatkan
kepada saya, Notaris; )
sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum d kta:ini direksi
telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham perseroan
terbatas PT. Multi Terminal Indonesia, de Ikian ‘berdasarkan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham iliar Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Multi Terminal- Indonesxa tentang Persetujuan
Pemasukan Modal PT. Multi Terminal Indonesia Selaku Pemegang
Saham di PT. Pelabuhan Tanjung Priok, dibuat dibawah tangan tertanggal
01-07-2013 (satu Juli tahunidua ribu tiga belas), Nomor HK.56/3/
17/PLII-13, yang fotocopyny. dllekatkan pada minuta akta ini;
Para penghadap dikenal oleh saya,"Notarls
Para penghadap bertindak, untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas':dengan ini menerangkan, bahwa dengan
tidak mengurangi‘izin. dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sam ““mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian inj,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebaga1
berikut :

Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Tanjung Priok,
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan”,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara, Propinsi DKI

Jakarta.
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2. Persercan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
yang ditétapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka waktu berdirinya perseroan
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak f;erbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiat‘ar;__,.usaha
Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adatah menyedaakan jasa
kepelabuhan di Pelabuhan. ST
2. Untuk melaksanakan maksud dan tUJuan tersebut diatas Perseroan

- dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Penyedia dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang,
meliputi : S
1) penyediaan dan/atau peiayanan jasa dermaga untuk bertambat;
2) penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan
pelayanan air bers:h
3) pen\}ié‘di*’a:'gﬁ‘ dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang
dan/atau-kendaraan;
4) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk, pelaksanaan
kegiatan bongkar muat dan petikemas;
5)penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat
penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
6) penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair,
curah kering dan ro-ro;

11




115379 PERSEROAN TERBATAS

7) penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang, dan/
atau;
8) penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi
barang.
b. Jasa berkaitan dengan kepelabuhan, mehputl
1) penyediaan fasilitas penampungan limbah;
2) penyediaan depo peti kemas;
3) penyediaan pergudangan;
4) jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kant‘ér:;..-
5) instalasi air bersih dan listrik; '
6) pelayanan pengisian air tawar danminyak;.
7) penyediaan perkantoran untuks lj'p;_e,ntiﬁgan pengguna jasa
pelabuhan;
8) penyediaan fasilitas gudan ; pendmgln,
9) pengemasan dan pelabelan s
10) fumigasi dan pembers:han/perbalkan kontainer;
11) angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
12) tempat tunggu kendaraan bermaoftor;
13) keglatan industri tertentu, dan/atau;
14) kegsatan"perdagangan

Modal
Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00
(seratus milyar Rupiah), yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu}
lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
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2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh
sebesar 25% (dua puluh limapersen) atau sejumlah 25.000 (dua puluh
lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 25.000.000.000,00 {dua puluh
lima milyar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian
saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum
akhir akta ini.

3, Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, ]umla dan harga
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham‘atas usul
Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris
dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pan

4. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus
terlebih dahulu ditawarkan kepada setlap pemegang saham seimbang
dengan pemilikan saham.

5. Penawaran sebagaimana- dlmaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak
berlaku dalam hal pengeluaran saham :

a. ditujukan kepada kaw’éwan Perseroan;

b. ditujukan kepada pemédang obligasi atau efek lain yang dapat
dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan
persetLI]uan Rapat Umum Pemegang Saham atau

C. dliakukan ‘alam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang
telah dis ]UI ‘Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas
saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai
dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Perseroan
dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut
kepada pemegang saham lain.
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7. Dalam ha! pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar
lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa
saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk
menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.

9. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya.untuk: mengambil
bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan
tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepan]ang dmyatakan dalam
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Saham “
PasaiS '

1. Semua saham yang d:keluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
nama. )

Perseroan hanya mengakw 1 (satu) orang atau 1 {satu) badan hukum
sebagai pemilik dari’ suatu saham.

2. Jikalau-suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan
sabab- sebab Ialn menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka
yang memlg °bersama sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk
seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai
wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak
untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada
saham tersebut.

3. Selama ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini belum dilaksanakan,
maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak
dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu
ditangguhkan.

14
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4, Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Surat saham dan surat keterangan

kepemilikan saham

Pasal 6 |

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat
keterangan kepemilikan saham. ;

2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setlap surat saham diberi

sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dskeluarkan sebagal bukti pemilikan
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oieh 1'(satu) Pemegang Saham.

4. Pada surat saham sekurang _kurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat Pemegang Sa'ﬁém,
b. Nomor surat saham, %
¢. Tanggal pengeluaran surat saham,
d. Nilai nominal saham, 7
5. Pada surat ko!ektlf saham sekurang-kurangnya harus dicantum-
kan : e .
a. Nama dan a]amat Pemegang Saham,
b. Nomor surat kolektif saham,
¢. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham,
d, Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham,
e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan,

6. Datam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham
yang dikeluarkan oleh Perseroan.
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7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya
harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
b. Tanggal pengeluaran surat keterangan;
c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham;
8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan
kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan
Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhaiangan pleh salah
seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama atau apabiia
Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur, Utama bérsama-sama
dengan salah seorang anggota Komisaris,

Pengganti s

1. Apabila surat saham rusak atau tldak dapat dipakai lagi, maka atas
permintaan mereka yang berkepentmgan Perseroan akan mengeluarkan
pengganti surat saham. &

2. Surat saham ashnya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat
berita acara untuk” dalaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
beri kutnya. ¢

3. Apa ﬁjfla---zsugat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari
mereka yang, erkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti
surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direks untuk
tiap peristiwa yang khusus.

4, Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat
aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
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6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran
pengganti surat kolektif saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus
Pasal 8

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat ked@}iukéh_?erseroan
agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham. '

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat ©

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham, :

b. Jumiah, nomor, dan tanggal peroleh 'n saham yang dimiliki para
Pemegang Saham, T

¢. Jumlah yang disetor atas setlap saham

d. Nama dan alamat dari orang pers_eorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai?~_§tas saham atau sebagai penerima jaminan
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tangga!
pendaftaran Jamlnan fidusia tersebut,

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang,

f. Perubahan kepem:llkan saham, jika ada dan

g. Keterangan laEnnya yang dianggap perlu oleh Direksi,

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh,

4, Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan
tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada
Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala
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panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah szh jika
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

Pemindahan hak atas saham
Pasal 8

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akt mindahan hak.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
berlaku dalam hal pemindahan hak sisaham yang terjadi karena
hukum, yaitu beralih berdasarkan titel umum

3, Akta pemindahan hak sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) Pasal
ini atau salinannya dtsampalkan secara tertulis kepada Perseroan.

4. Pemindahan hak atas’ saham hams mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari : :

2. Rapat Umum Pé’ﬁi‘iégang Saham; dan
b. mstans: yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan men-
syaratka___ Whal t tersebut.

5. Pemegang- Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan
cara penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada
Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumiah dan harga
penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang
penawaran tersebut,

6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai
dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
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7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, berhak menarik kembali penawaran
tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (6)
Pasal ini. '

8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain hanya
dapat dilakukan satu kali.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apablla semua
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. .

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
dengan hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas. saham tidak
diperkenankan,

11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan
dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak- hak yang diberikan oleh
hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan
pembayaran dividen atas saham itu d:tangguhkan

DlrekS!
Pasal 10

1, Perseroan diurus dan d:plmpm oleh suatu Direksi yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas
lebih dari 1 {satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat
sebagai Direktur Utama.

2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang
perseorangan.yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota
Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tidak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
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3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,
harus pula memenuhi persyaratan fain yang ditetapkan oleh instansi
teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4, Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon
anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dliakukan dengan
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain: berdasarkan
peraturan perundangan. ,

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak, memenuhl persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini batal karena hukum sejak
saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komlsarls mengetahui tidak
terpenuhinya persyaratan tersebut. :

7. Anggota Direksi diangkat dan d‘:‘berhenhkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.

8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan
dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai
berlakunya pengangkatan ‘dan pemberhentian tersebut, Dalam hal Rapat
Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan
Rapat Umurn Pemegang ‘Saham. :

pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan
melalui kepu- usén Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang
Saham, maka” ulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian
tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal
keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak
menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.

10. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para
Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum
Pemegang Saham,
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11. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

12. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat
Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka
tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.

13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para
anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana-dimaksud
pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,
anggota Direksi yang bersangkutan antara lain -

a. Tidak dapat memenuhi kewajlbannya yang te[ah d|sepakat| dalam

kontrak manajemen; : E
b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/

atau ketentuan Anggaran Dasar;
d. Terlibat dalam tmdakan yang merug:kan Perseroan dan/atau Negara;

e, Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dlho.[_matl sebagai anggota Direksi.

f. Dinyatakan ber§é[§h ‘dengan putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

0. Mengundurkan diri.

i5. Di sampmg alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (14) huruf a sampai dengan g Pasal ini, Direksi
dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

16. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (14)
huruf a, b, c, d dan e ayat (15) Pasal ini diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
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17. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagai-
mana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini diberitahukan kepada anggota
Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis pleh Pemegang
Saham.

18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang
Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang,.-Saham dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak an
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud paC
ini.

19, Dalam hal anggota Direksi yang dlberhentlkan teiah melakukan
pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan ‘atas rencana pem-
berhentiannya pada saat dlberntahukan maka ketentuan waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (18} dlanggap telah terpenuhi.

20. Dalam hal pemberhentl' n dtlakukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, maka pembeiaan "diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) Pasal ini dllakglg_an dalam Rapat Umum Pemegang Saham
dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (18) Pasalini. |

21, Selama reni’:ana’iﬁemberhentian sebagaimana dimaksud pada
al‘ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang
bersangkuta Wajlb melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

22. Pemberhentlan karena alasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (14) huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak
hormat,

23. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan
anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai
dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping,
termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
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24. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (23)
Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan
salah seorang di antara mereka.

25. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk
santunan purna jabatan yang jenis dan jumiahnya ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangar.

26. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota DI!’EkS[ Perseroan
fowong, maka : ;

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han setelah terjadi
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Urhum Pemegang Saham
untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang !owong tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum
mengisi jabatan anggota Direksi yang- ‘lowong sebagaimana dimaksud
pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang
anggota Direksi lainnya, atau Rapat Umum Pemegang Saham
menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk
menjalankan pekerjaan-anggota Direksi yang lowong tersebut dengan
kekuasaan dan wewenahg"'yang sama.

¢. Dalam hal Jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan
Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi
yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka
anggota:Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat
ditetapkan. oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan
kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢ selain anggota Direksi yang masih
menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan
anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna
jabatan. '
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27. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan
anggota Direksi Perseroan lowong, maka !
a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum
mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan d|uru 'p}eh Dewan
Komisaris, atau Rapat Umum Pemegang Saham dapatm =‘unjul-: pihak
lain untuk sementara mengurus Perseroan,. dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama.,

¢. Dalam hal jabatan Direksi lowong karéqa berakhirnya masa jabatan
dan Rapat Umum Pemegang Saham‘bélum :menetapkan penggantinya,
maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya
tersebut dapat ditetapkan oleh’ Rapat Umum Pemegang Saham untuk
menjalankan pekerjaannya sebagm ‘anggota Direksi dengan kekuasaan
dan wewenang yang. sama

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan huruf ¢ ayat ini, selain Dewan Komisaris,
memperocleh gajitdan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota

Direksi ya lowon tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

28. Pelgk‘ﬁé ‘tugas anggota direksi yang lowong atau anggota direksi
baru yang terpllih meneruskan masa jabatan anggota direksi yang
digantikan karena lowongan sebelumnya sampai dengan terakhirnya
masa jabatan.

29. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat
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30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam
surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga
puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan
tanggal efektif pengunduran diri.

30. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi
yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal
efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum
Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal
yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima
tanpa memeriukan persetujuan Rapat Umurn Pemegang Saham.

31, Jabatan anggota Direksi berakhlr apablia
a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham; ‘
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
32. Ketentuan se' galmana dimaksud pada ayat (31) huruf d
:_etap; tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan

33. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggai dunia, maka yang
bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-
tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat
Umum Pemegang Saham.

34, Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh
Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan
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Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara
anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan
keputusan Dewan Komisaris.

b. Pemberhentian sementara dimaksud harus dlbentahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan
tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang ‘Saham dan
Direksi, K

b_‘:a_yat ini dlsampalkan

dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari set ah ditetapkannya
pemberhentian sementara tersebut, ; :

d. Anggota Direksi yang diberhenti a_n sementara tidak berwenang
menjalankan pengurusan perséroan serta mewakili perseroan baik di
dalam maupun di luar pengadilal b

e. Dalam jangka waktu.paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberhentian sement; ;—g d[maksud harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham'yang akan memutuskan apakah mencabut
atau menguatka'n'f?k ‘utusan pemberhentian sementara tersebut.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh
Dewan K

f. Dalam Hmum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri.

g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah
seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang
Saham yang hadir.

h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak
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diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat
mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut
menjadi batal,

Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang
Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua
Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap
memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dlmaksu_ ) da huruf e
ayat ini,

Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud’ pada huruf i ayat
ini, maka anggota Direksi yang bersang_kutan diberitahukan secara
lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari
setelah menerima pemberitahuan.

. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan

pemberhentian semé.r}_tara watau terjadi keadaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b a'\/‘a'ii;jpi;"maka anggota Direksi yang bersangkutan
wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

35. Anggota Difé"ﬁg'i'iifdilarang memangku jabatan rangkap sebagai-

mana tersebut di bawah ini, yaitu :

a.

Anggoté::_aireksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Ba_d_an Usaha Milik Swasta;

. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik

Negara;

. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga

pemerintah pusat dan atau daerah;

. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, pengurus dan/atau calon/anggota legislatif; dan atau

. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
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Tugas, wewenang dan kewajiban direksi
Pasal 11

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan
dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di
dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana drmaksud pacla ayat 1
pasal ini, maka : :
a. Direksi berwenang untuk : .

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;

2) Mengatur penyerahan keki-la_saan Direksi kepada seorang atau
beberapa orang anggota Direksi,untuk mengambil keputusan atas
nama Direksi atau‘mewaklll Perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan; -

3) Mengatur pe rahan - ékuasaan Direksi kepada seorang atau
'pekerja Perseroan baik sendiri- sendiri maupun

4) Mengaturrketentuan -ketentuan tentang kepegawaian Perseroan
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari Rapat Umum Pemegang Saham;
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5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan
peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;

7)Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat
Persercan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,
serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadllan tentang
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pémbatasan
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/
atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

b. Direksi berkewajiban untuk : ‘

1)} Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
usahanya,; _

2} Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta
menyarnpa1kannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

3)Memberikan penJe!asan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
mengena: Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan

4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi;

5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban
pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen
Perusahaan;

6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
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7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan
disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak
tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan
piutang.

8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
mengenai Laporan Tahunan;

9) Menyampaikan Neraca dan Laporan lLaba Rugi yang' teiah disahkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada nterl yang
membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang- undanga ;

10) Menyampaikan laporan perubahan susul E-Pemegang Saham,
Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menterl yang membidangi
hukum dan Hak Asasi Manusia;

11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah
Rapat Umum Pemegang -saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris
dan Risalah Rapat DireksiLaporan Tahunan dan dokumen
keuangan perseroan sebagaimana dimsksud pada huruf b butir
4) dan 5) ayat ini;"dan dokumen perseroan lainnya;

12) Menyimpan di tempat}?kedudukan perseroan : Daftar Pemegang
Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang saham,
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
Tanurran dan:dokumen keuangan perseroan serta dokumen
perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11)
ayat ini;

13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern,
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan
pengawasan;

14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali
diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
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15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan
perincian dan tugasnya;

16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang
saham;

17) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;

18) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai deﬁggn ketentuan
yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yanﬁ"‘difé%apkan oleh
Rapat Urmum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-
undangan. i

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi waJ:b mencurahkan tenaga,
pikiran, perhatian dan pengabdlannya secara "penub pada tugas,
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan

4, Dalam melaksankan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan wajib
melaksanakan prinsip- prinsip profeSionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas; pertanggungjawaban serta kewajaran.

5. Setiap anggota ‘D[reksu wajib dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab rherijalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
Perseroan dengan menglndahkan ketentuan peraturan perundang-

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi
yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa :

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
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c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbui atau berlanjutnya
kerugian tersebut.

7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang
diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung }awab prlbadl yang
bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud dIS oleh Rapat
Direksi.
8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini hai*us mendapat
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penankan kredltjangka pendek;

b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk
jangka waktu di atas 5 (lima) tahun 'sampai dengan 10 (sepuluh)
tahun berupa kerjasama [isensu kontrak manajemen, menyewakan
asset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangunan Guna Serah (Build
Operate Transfer/BOT), Bangun- Milik Serah (Build Own Transfer/
BOwWT), Bangun Serah"Guna (Build Transfer QOperate/BTO) dan
kerjasama Iamnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh’ Rapat Umum Pemegang Saham;

¢. Menerima atau membenkan p:n}aman Jangka menengah/pan;ang,

Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang
mati;

e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim
bertaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
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9, Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan
Komisaris harus memberikan Keputusan sebagaiman dimaksud ayat 8

Pasal ini.

10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh
Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk : .
a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredltjan' K; menengah/

panjang. :

b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.

¢. Mendirikan anak perusahaan dan/atau peruséhé‘an’ patungan,

d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau
perusahaan patungan.

e. Melakukan penggabungan, peleburan pengambllahhan pemisahan,
dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

f. Mengikat Perseroan sebagai pen]amsn (borg atau avalist).

g. Mengadakan kerjasama -_d_engan badan usaha atau pihak 1ain untuk
jangka waktu di atas 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi,
kontrak manajerj‘i'en-,_;.menyewakan aset, Kerja Sama Operasi {KSO),
Bangun Guna Sef‘ah‘(Buiid Operate Transfer/BOT}, Bangun Milik Serah
{Build Own Transfer/BOwT) Bangun Serah Guna (Build Transfer
Operate/BTO) .dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu
melebihi pénetapan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b Pasal ini.

h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan.

i, Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva
tetap bergerak dengan umur ekonomis yang fazim berlaku dalam
industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

j. Menetapkan blue print organisasi Perseroan;
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k. Menetapkan dan merubah logo;

|. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) Pasal ini yang belum ditetapkan dalam
Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan.

m. Membentuk yayasan, organisasi danfatau perkumpulan baik yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang
dapat berdampak bagi Perseroan.

n. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dér.;k rutin untuk
yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baiigi‘f;-%yanig‘é;_perkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.._

0. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan
Dewan Komisaris pada perusahaan patlingap-dan/atau anak
perusahaan yang memberikan kontri,bqsisigniﬁlkan kepada Perseroan
dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umurm Pemegang
Saham. '

11. Pendirian anak perusahaan[peruséihaan patungan yang dilakukan
dalam rangka mengikuti tender d'ar_p{}gtau untuk melaksanakan proyek-
proyek yang diperoleh_Lsepanjanﬁ"diperiukan, tidak memerlukan
persetujuan Rapat Umumi:Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada

ayat {10). g

12. Apabila da”l:a_g}u waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
permohonan atau'*p'enj:élasan/data tambahan dari Direksi, Dewan

Komisarisﬁ,)ti'dak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum

Pemegang:Sahidm dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan

tertulis dari Dewan Komisaris.

13. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham untuk :

a, mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak.
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14, Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a adalah
transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun buku, '

15. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai
jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini harus mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili
Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga_per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraiyang sah dan
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham ke dua dengan ké’ha’diran paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit_;?_;/_dt (tiga per empat) bagian
dari jumlah suara tersebut. -

16. Pengalihan, pelepasan‘-h’ak_watau ‘menjadikan jaminan hutang

seluruh atau sebagian aktiva tetap yang merupakan barang dagangan

atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet
yang terjadi akibat peléksan_aén dari kegiatan usaha utama, tidak
memeriukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (10).dan ayat (13).

17. Pengalihan, pelépasan hak atau menjadikan jaminan hutang
seluruh ata_u-a--s_gpagian aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi,
tidak memé‘i‘{gg}g&i’n persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai-
mana dimaksud pada ayat {10) dan ayat (13).

18. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan
terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau
menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini.

19. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan,
apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan
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berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud
telah disetujui oleh rapat Direksi.

20. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak periu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur
Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Dtreksn serta
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

21, Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan "Een_un]u‘kan, maka
anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

22. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang
terfama dalam jabatan, maka anggotaD_;reks; yang terlama dalam
jabatan dan yang tertua dalam usia yal é'berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta meiaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

23. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka; nggota-anggota Direksi lainnya menunjuk
salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota
Direksi yang berhalangan tersebut.

24. Direksj untuk’ perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri,
berhak pu m:e‘ngangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat
kuasa.

25. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang
Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut,
maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi. Direksi dalam mengurus Perseroan
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melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau Anggaran Dasar Ini.

Rapat Direksi
Pasal 12

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.

2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksiisepanjang
seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risa_lah Rapat yang
ditandatangani oleh Ketus Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi
yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan {termasuk pernyataan
ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota-Direksi jika ada) dan hal-
hal yang diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan
kepada Dewan Komisatis untuk'dik_et_ahui;

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :
a. dipandang periu oieh'ééo;ﬁang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis“dari seorang atau lebih anggota Dewan

Komisaris; atau
c. atas pepmi_ntaan"tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang

saham%EYang=;igerséma-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau

5. Rapat Direksi dianggap sah apabifa diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota
Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam
waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
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7. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6) Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat

rapat.

8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua
anggota Direksi hadir dalam rapat.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlzh
anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan. ‘erhatlkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasa -

10. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksitidak berhak mengambil
keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakiinya yang sah, hadir
dan menyetujui penambahan mata acaraifapat. .. ’

11. Semua rapat Direksi dipimpin.cleh;Direktur Utama.

12. Dalam hal Direktur Utama tidak™ hadir atau berhalangan, maka
salah seorang Direktur yang dntun}uk secara tertulis oleh Direktur Utama
yang memimpin rapat Dlrek5|
Ur;Utama tidak melakukan penunjukkan, maka
salah seorang Dlrektur yang'- terlama dalam jabatan sebagai anggota
Direksi yang memlmpm rapat Direksi.

14, Dalam hal D|rektur yang paling lama menjabat sebagai anggota
oan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama
dalam ]aba_ ‘dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebaga|
pimpinan rapat Direksi.

15. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang
anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk
keperiuan itu,

16. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota
Direksi lainnya.
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17. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah
untuk mufakat.

18. Dalam hai keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah
mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

19, Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

20. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama
banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai;;:deru_:j}f;;__p;= pendapat
Pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan “i"}len'genai
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud daE_a_m_ Pasal'11 ayat (6).

21. Dalam hal usuian lebih dari dua alternat[f_ an:hasn pemungutan
suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yéh'g""di'ke]uarkan maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang" “dikeluarkan.

22. Suara blanko (abst n) dlanggap menyetujui hasil keputusan

rapat. i
23. Suara yang tldak___sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

menentukag}gumlah,:sﬁuara yang dikeluarkan dalam rapat.

‘Benturan kepentingan
Pasal 13

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Persercan dengan anggota
Direksi yang bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan.
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2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal inl, yang berhak mewakill Perseroan adalah :

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak
mempunyai benturan kepentingan.

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang,Saham dalam
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komzsarls mempunyal
benturan kepentingan dengan Perseroan. e
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentmgan

dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota:Dewan Komisaris, maka

Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk ‘oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, . .

Dewan K Vd"m,‘y satis
Pasal 14
1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 {satu) orang anggota atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota

merupakan majelis dan setiap: ‘anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, melalnl_(an berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

3. Dalam hal DewanKomisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota
maka sala ,,‘_seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai
Komisarisi

4, Yang at diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota
Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau

¢. dihukum karena melakukan tidak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
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5. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini,
harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi
teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal
ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Persercan.

7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan
mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan
dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi

_persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, batal karena

hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi
mengetahui tidak terpenurhlnya persyaratan tersebut.

9. Pengangkatan anggota‘Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya
dengan pengangkatan anggota Direksi.

10. Anggota Dewan ‘Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham.

11. Anggota ‘Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang
diusulkan olehpara Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat
bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 {lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

13. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
menyebutkan alasannya.
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14, Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,
anggota Dewan Komisaris vang bersangkutan antara lain :

a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/
atau ketentuan Anggaran Dasar;

¢. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

d, Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atat kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komi

e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadlfan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; o

f, Mengundurkan diri,

15. Disamping alasan pemberhent n:;anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (14 huruf a sampai dengan f Pasal
ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham berdasarkan aiasan lainnya yang dinilai tepat oleh
Rapat Umum Pemegang.Saham dernl kepentingan dan tujuan Perseroan.

16. Rencana pemberhentlan anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang
Saham, ;

17. Keputusan pemberhentlan karena alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (14) huruf a, b, ¢, d dan ayat (15) Pasal ini, diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

18, Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum
Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (17) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham
dalam waktu 14 (empat belas} hari terhitung sejak anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) Pasal ini.
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19. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana
mestinya.

20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (14) huruf ¢ dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak
hormat.

21. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan
anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah
atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga),
baik menurut garis lurus maupun garis ke samplng

22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (21)
Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang_Sarharfhfberwenang memberhentikan
salah seorang di antara mereka. . "

- 23. Anggota Dewan KO[THSBFIS diberlkan honorarium dan tunjangan/
fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumiahnya
ditetapkan oleh Rapat Un’ium Pemegang Saham dengan memperhatikan
ketentuan peraturan peruﬁdangiundangan yang herlaku.

24. Pembagian kerJa diantara para anggota Dewan Komisaris diatur
oleh mereka sendm ‘dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris
dapat d|bantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan
diberhentikan’ oieh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

25, Apablla ‘oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maka !

a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk
mengisi lowongan tersebut;

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa
jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris
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yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh Rapat
Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas
sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan
kewajiban yang sama.

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada huruf b ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/
fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna
Jabatan. =
26. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan’ tndak mempunyai

seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka ; S

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hart setelah terjadi
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi lowongan itu. . s

b. Selama jabatan Dewan Komisaris’ iowong 'selain karena berakhirnya
masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk
seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk
sernentara melaksanakan tugas Dewan Komisaris.

c. Dalam hal lowongan ]abatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa
jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa
jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota
Dewan Kbmisaris";:adengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang
sama. !

d. Kepada PeEaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagai-
mana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan honorarium
dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali
Santunan Purna Jabatan.

27. Pelaksana tugas anggota dewan komisaris yang lowong atau
anggota dewan komisaris baru yang terpilih meneruskan masa jabatan
anggota dewan komisaris yang digantikan karena lowongan sebelumnya
sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
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28. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenaj maksudnya
tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham,
anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat
pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh)
hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan
tanggal efektif pengunduran diri.

29. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal
tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan
dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris
tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut
di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puiuh) hari sejak tanggal

surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
30. Jabatan anggota"LD:éwan Komisaris berakhir apabila :
. Meninggal dunia;
. Masa jabatannyé-"bérakhir'
. Diberhentlkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris
berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
lainnya.
31. Ketentuan sebagaimana ayat (30) huruf d Pasal ini termasuk
tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan
pengunduran diri.

32. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun
setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal

a o o @
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dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-
tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat
Umum Pemegang Saham.
33. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai :
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; )
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peratu ~perundang-
undangan, pengurus partai politik dan/atau calon | jota. legislatif
dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;, dan/atau

¢. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan, ke__gentmgan

Tugas, wewenang dan ké:*Wajiban

Dewan Ko X
Pasai 15 *

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap
kebijakan pengurusan;: Jaiannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun ‘usaha Perseroan yang dilakukan oleh
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja
dan Anggaran Perysahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan
Keputusan at Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-
undangan y ng berfaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, maka :

a. Dewan Komisaris berwenang untuk :
1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat
berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
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2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan cleh
Perseroan; '

3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat fainnya
mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan
Perseroan;

4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan oleh Direksi .

5) meminta Direksi dan/atau pejabat Jainnya di bawah:Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

6) mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris,
jika dianggap perly; R

7) memberhentikan sementara anggota Dlrek51 sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar inii™ L

8) membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap
perlu dengan memperhatikéri'kemampuan perusahaan;

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu atas’ beban Perseroan, jika dianggap perlu.

10) melakukan;, tmdakan pengurusan Perseroan dalam keadaan
tertentu untuk Jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini.

11) meﬁﬁﬁéﬁi:ﬁ rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan; -

12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b, Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan

pengurusan Perseroan;
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2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka
Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
vang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

ini;
3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang
Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris
menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan;

4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan , memberikan
pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan
Perseroan;

5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham
apabila terjadi gejala menurunnya ‘kinérja Perseroan;

6} Meneliti dan menelaah iaporan berkala dan laporan tahunan vang
disiapkan Direksi serta menandatangam laporan tahunan;

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum
Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabifa diminta;

8) Menyusun program ke:ja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan.

9) Membentuk Komite Audit.

10} Meﬁ:g;u;éﬁl_igan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang
Saham,...*

11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan
salinannya; :

12) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan [ain;

13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat
Umum Pemegang Saham;
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14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan

dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham,

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan

Komisaris harus :

d.

Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi; kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; -

. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam

menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan-maksud dan tujuan

Perseroan.
4, Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara

pribadi atas kerugian Persercan apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, '

5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan

Komisaris atau lebih, tariggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan
Komisaris. :

6. Anggota Dewan KO!TIISEFES tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini apabila dapat
membuktikan:i=:

a.

telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan;

. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan
kerugian; dan

, telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut,
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Rapat Dewan Komisaris
Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan
Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan. Komisaris

sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan -

materi yang diputuskan. A
3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat?risa!éﬁ‘:;,[apat yang
berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat béi’b@da/dissenting
opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan:hal-hal yang diputuskan.
4, Risalah rapat sebagaimana dimaksud p'a‘g_ia ‘ayat (3) pasal ini
ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang
hadir dalam rapat.

5. Asli Risalah rapat Dewan !-gpmisé”ris_tqisampaikan kepada Direksi
untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan
salinannya. :

6. Rapat Dewan Komis{'ag_is die;i,ngg‘ap sah apabila diadakan di tempat
kedudukan Perseroan ata‘i;li-gi_ tempat lain di dalam wilayah Republik
Indonesia.

7. Dewan Komisaﬁns‘fffh'engadakan rapat paling sedikit setiap bulan
sekali, dalam rapat-tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang
Direksi.

8. Dewan Kernisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas
permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris,
permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dart 1 (satu) atau
beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 {satu
per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan
hal-hal yang akan dibicarakan.

9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh
Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
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Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat
3 (tiga} hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat
jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.

10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini
harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

11. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota
Dewan Komisaris hadir dalam rapat. o

12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan bérﬁ:ék ‘mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh febih dari
1/2 (satu per dua) jumiah anggota Dewan Komisaris.

13. Dalam mata.acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak
mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau
wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
14, Seorang anggota Dewan.-!_(omisa'ris dapat diwakili dalam rapat
hanya oleh anggota Dewan Komisaris_lainnya berdasarkan kuasa tertulis
yang diberikan khusus uqtuk keperiuan itu.

15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang
anggota Dewan quisaris lainnya. _

16. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat
Dewan Ko'r,;g;g,_a;i_s,dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka
anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat
sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini yang
tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
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20. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan
musyawarah untuk mufakat.

21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka
keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.

22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan
1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris
vang diwakilinya.

23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setu;u sama banyaknya,
maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pen pat -pimpinan
rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai-pertanggung-
jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15: ‘ayat (4}, (5) dan (6),
kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan
dengan pemilihan secara tertutup.
24, Suara blanko (abstain) dlanggap m'enyetu;m hasil keputusan
rapat. .

25. Dalam hal usulan lebih darl dua alternatlve dan hasil pemungutan
suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari Jumlqh suara yang dikeluarkan, maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak
sehingga salah satu-usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari Jum!ah suara yang dikeluarkan.

26. Suara yang tidak sah dlanggap tidak ada dan tidak dlhltung dalam

Rencana kerja dan anggaran perusahaan
Pasal 17

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan
program kerja/kegiatan;
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b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/
kegiatan;

c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;

d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan

¢. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham.

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan
Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan
kepada Pemegang Saham. '

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah
ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling
lambat 60 {enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku. .

4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh
Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tahun anggaran berjalan {tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang bersangkutan).

5. Dalam-hal: rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
belum dlsampaﬁ(an oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
tahun sebelumnya yang diberlakukan.

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan
sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.

53




115379 PERSERCAN TERBATAS

Tahun buku dan laporan tahunan
Pasal 18

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan
Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.

2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-
kurangnya :

a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir
tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan, dengan stahun buku
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang. bersangkutan
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas
laporan keuangan tersebut, serta laporan mengena[ hak-hak Perseroan
yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat
penghapusbukuan piutang. .

b. laporan mengenai kegiatan Persero :

c. laporan pelaksanaan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan usaha Perseroan,

e. l[aporan mengenai tugaS; gngawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Kornisaris sefama tahun buku yang baru fampau;

f. nama anggota D:yek:ﬁi?‘daa anggota Dewan Komisaris;

g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan
tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun yang,baru lampau;

3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah
diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh
anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah
dan ditandatangani sebelum disampailian kepada Pemegang Saham.

4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Dewan
Komisaris.
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5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,
yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua
Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang
Saham paling lambat 5 {lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak
menandatangani laporan tahunan dimaksud hams disebutkan alasannya
secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh D:reks; dalam surat
tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. i

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang
bersangkutan dianggap telah menyetujui ISt lapordn tahunan.

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan

_ keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam
setelah tahun buku berakhir.

9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun-buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam
laporan tah_unan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan
sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.

11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar
dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
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secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang
dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena

kesalahannya.

Pelaporan
Pasal 19

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, -

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada” ay
meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) pasal
ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus
kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan/atau Rapat Umum
Pemegang Saham. ]

4, Laporan berkala dan laporan lamnya sebagalmana dimaksud dalam
ayat {1) dan (3) pasal ini, d|5ampa|kan dengan bentuk, isi dan tata cara
penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan
Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini
ditandatangani o!eh";s‘erriua anggota Direksi.
i__ada' anggota Direksi tidak menandatangani faporan
triwulanan sebagamana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka harus
disebutkan alasannya secara tertulis.

i) pasal ini

Rapat umum pemegang saham
Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini;
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b. Rapat Umum Pemegang Saham lainhya yang selanjutnya dalam
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur datam Pasal 22 Anggaran
Dasar ini.
2.Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam

Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanyanya yaitu Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. :

3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara !am fain tidak
berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui
penambahan mata acara rapat.

4, Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang
ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Rapat umum pemegang saham tahunan
Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun,
meliputi :

a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan
tahunan.
b. Rapat | Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan

Rencanat Kerja gan Anggaran Perusahaan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan
tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan
tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi
menyampaikan :

a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5).

b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.

¢. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk kepentingan Perseroan.
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3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan}, dan dalam rapat tersebut
Direksi menyampaikan :

a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk
Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17
ayat (1). L

b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum”iﬁémeg'éng Saham
untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam
Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan |

4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga
dimasukkan usul-usul yang dla]ukan_,\olehu_Dewan Komisaris dan/atau
seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan dengan hak suara yang,‘l ah dengan ketentuan bahwa usul-
usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum
tanggal panggilan Rapat® Umum Pemegang Saham Tahunan.

5. Usulan Dewan Komtsarss dan/atau Pemegang Saham yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal
ini hanya dapat dibahas dan diputuskan olen Rapat Umum Pemegang
Saham deng ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakiinya
yang sah | an menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan
Rapat Umurm= Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui
dengan suara bulat.

Rapat umum pemegang saham luar biasa
Pasal 22

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap
waktu herdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Persercan.
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Tempat dan pemanggilan
rapat umum pemegang saham
Pasal 23

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang
utama yang terietak di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham nadir dan/atau diwakili
semua pemegang saham dan semua pemegang saham ‘menyetujui
diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum
Pemegang Saham dapat diadakan d|manapun dalam wilayah Negara
Republik Indonesia. :

3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagamana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini dapat mengambil képutusan jika keputusan tersebut
disetujui dengan suara bufat.

4, Direks] menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat pula dilakukan atas permintaan :

a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dlkeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau

b. Dewan Komlsaris
6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, diajukan

kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.

7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini antara lain
namun tidak terbatas pada :

a, Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan
berakhir; atau

c. dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan
antara Direksi dan Perseroan.

8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (6} Pasal ini yang
disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada
Dewan Komisaris.

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum..Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal inj daldm jangka
waktu paling lambat 15 (iima belas) hari terhitung ‘sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemangglian Rapat Umum
Pemegang Saham sebagaimana dlm . pada ayat (9) Pasal ini,
maka : ‘
a. Permintaan penyelenggaran-Rapat Umum Pemegang Saham oleh

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal

ini, diajukan kembali kepada Dewé}n Komisaris; atau
b. Dewan Kormisaris melélg_uka‘n pemanggilan sendiri Rapat Umum

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b Pasal

ink. e

11. Dewan Kom:sans wajib melakukan pemanggllan Rapat Umum
Pemegang :Sahiam sebaga[mana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal
ini dalam Jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
diterima.

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi
berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) Pasal ini hanya membicarakan masalah yang
berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini
dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
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13. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan
Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (10} huruf b Pasal ini dan ayat (11)
hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (6} Pasal ini.

14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) Pasal ini, pemegang
saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum® Pemegang Saham
dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pefnegang Saham
setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan, Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal Rapat
Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan
melalui surat tercatat da'n/atau dengan iklan dalam surat kabar.

17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan
tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan
bahwa bahan yang ‘akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pernegang
Saham tersed|a di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham diadakan.

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (17) Pasal ini kepada Pemegang Saham secara
cuma-cuma jika diminta.

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16) Pasal ini, dan
panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (17) Pasal ini, keputusan
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Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham
dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum
Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Ketua dan berita acara
rapat umum pemegang saham
Pasal 24 i,

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak dltentukaﬁwlam,‘?‘maka Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham

yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadi

2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemeg ng Saham, Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham wajib dlbuat dan’ ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (sat, 'rang Pemegang Saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham,

3. Tanda tangan sebaga[ma:, dsmaksud pada ayat (2) tidak
disyaratkan apabila Risalah Rapat Ymnum Pemegang Saham tersebut
dibuat dengan akta Notar:s :

4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat;(.Z)q Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan
hal-hal yang dlputuskari'?'(termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion,
jika ada). s E

Korum, hak suara dan keputusan
Pasal 25

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam
Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini
menentukan lain.
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b, Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus
disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat
Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian
dari jumiah seluruh saham dengan hak suara hadir atau dlwaklir kecuali
Anggaran Dasar ini menentukan lain. :

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d
ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan atas permohonan Perseroanagar. ditetapkan kuorum untuk
Rapat Umum Pemegang Saharn ketlga o

f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus
disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum
Pemegang Saham ketiga éi&én dilangsungkan dengan kuorum yang telah
ditetapkan oleh Ketua Pengadﬂan Negeri.

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga
dilakukan .dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Rapat Umum:Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan
dalam jangka waktu paling cepat 10 {sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
yang mendahuluinya dilangsungkan.

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat
Kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan
menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya.
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3. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili
Pemegang Saham diperiihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4, Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir
dalam Rapat. )

6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. : !

7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini tidak tercapai, keputusan
adalah sah jika disetujui tebih dari 1/2‘;('"S'a'tu"‘per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan, kecuali. anggaran dasar ini menentukan lain,
dengan ketentuan, pemungutan’ suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

8. Dalam hal usulan Ieb_lh dari dua alternatif dan hasil pemungutan
suara belum mendapatkan satiralternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari. ] _r_n.Eah' suara yang dikeluarkan, maka dilakukan
pemilihan ulang terha p dua usulan yang memperoleh suara terbanyak
sehingga sala satu‘usutan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagiahidar jumlah suara yang dikeluarkan.

9. Suara bianko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang
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diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham.

Penggunaaan laba
Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyiéihan untuk
cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada
Pemegang Saham sebagai Dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat
Umum Pemegang Saham. :

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan
penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk
Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan
laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain
diperuntukkan bagi:‘ perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya
masing- masmg dltetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang
Saham. =~

4, D|V|den sebagalmana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini hanya boleh
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya dalam tahun berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham
menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan
sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih
tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang
bersangkutan.
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6. Dalam hal Persercan tidak mempunyai laba bersih namun
menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian
target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tantiem
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan
sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-
tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak meﬁaapa aba selama
kerugian yang tercatat itu belum sama sekaliu“tertutup:‘j:rdengan tidak
mengurangi ketentuan perundangan-undangan :{r'éih'ge;_periaku.

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi-hak Negara Republik Indonesia,
Dividen yang tidak diambil dalamy waktu 5 (lima) tahun setelah
disediakan untuk dibayarkan, d|masukkan dalam dana cadangan yang
khusus diperuntukkan untuk itu:’;

9. Dividen dalam dana cadangan‘khusus tersebut dapat diambil oleh
Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas
Dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan
syarat pengambllannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar
biaya adrmmstras& yang dltetapkan Direksi.

n yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagai-
$'u pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

11, Perseroan dapat membagikan Dividen Interim sebelum tahun
buku Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba
dan kemampuan keuangan Perseroan.

12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (11}
Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris.
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13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan
menderita kerugian, Dividen Interim yang telah dibagikan harus
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
dapat mengembalikan Dividen Interim sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) Pasal ini.

15. Pemegang Saham yang mewakiii paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta
pembagian deviden interim.

Penggunaan dana cada‘:'n”gan
Pasal 27 ...

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan tainnya.

2. Penyisihan laba bersih untuk'ﬂcadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini berlaku apabs]a Perseroan mempunyai saldo [aba yang
positif. ek
3, Penyisihan laba bers;h untuk cadangan wajib sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut
mencapai pallng Sediklt 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang

4, Cadangan Wajlb sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal
ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang
tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.

5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari
dana cadangan tersebut digunakan bagi keperiuan Perseroan.
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6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi.

Perubahan anggaran dasa'w
Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Ra tUmum Pemegang
Saham, fee 4

2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan
dengan jelas dalam panggifan Rapat Umum ‘Pemegang Saham.

3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar
dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau
diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 {dua
per tiga) bagian dari Jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal ini tldak tercapal dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham ked

5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat {4} Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat
Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili,
dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta
Notaris dalam bahasa Indonesia.
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7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e
sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar
Rapat Umum Pemegang Saham} mutatis mutandis berlaku bagi Rapat
Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.

8. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang dltempatkan dan
disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka,
wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang. tugas dan tanggung-
jawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. -

9. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
tersebut dalam ayat (8) Pasal ini cukup dliaporkan kepada Menteri yang
tugas dan tanggungiawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

10, Perubahan Anggaran Dasaryang tidak dimuat dalam akta berita

acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham.’

11. Permohonan persétijjuan perubahan anggaran dasar dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris
yang memuat ‘pérubahan Anggaran Dasar.

Penggab‘ungan, peleburan, pengambifalihan,
pemisahan dan perulbahan bentuk
badan hukum
Pasal 29

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
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pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumiah seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat
Saham Kedua. '

3. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat
Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 {dua’ per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara "yang sah hadir atau diwakili,
dan keputusan adalah sah jika d[SE'CU]U[ paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah suara:yang cfikeluarkan.

4, Penggabungan, peleburan, engambllalihaﬂ pemisahan dan
perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan Akta
Notaris dalam bahasa IﬂdOﬂESIa

5. Ketentuan seba aimana. d|maksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e h
{mengenai peneta nizkuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum
Pemegang . Saham Ketlga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegangd Saham Kedua dan Ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum
Pemegangj ‘aham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum
Pemegang Saham vang diatur dalam Pasal ini.

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 {dua) Surat Kabar Harian
berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah
Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, peng-
ambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham.
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Pambubaran dan likuidasi
Pasal 30

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka pembubaran dan fikuidasi Perseroan, hanya dapat
dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumliah suara tersebut.

2. Dalam ha! kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Kedua. :

3. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat
Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per [ima) bagian dari
jurmnlah sefuruh saham dengan hak‘suara yang sah hadir atau diwakili,
dan keputusan adalah sah’ jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4, Ketentuan sebagalmana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e
sampai dengan hurlf fiz(mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan
untuk Rapat Um&fn Pemegang Saham Ketiga dan batas waktu
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan Ketiga, dan
keputusan dliuar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis
berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran dan likuidasi.

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

6. Direksi bertindak sebagai Likuidater apabila dalam keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5) Pasal ini tidak ditunjuk likuidator.
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7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham atau penetapan Pengadilan.

8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan,
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar
luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pa! sng [ambat 30 (tiga
puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

9, Sisa lebih dari perhitungan likuidasi d:baglkantkepada para
Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan Jum!ah saham yang
dimnifiki masing-masing.

10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub c! Iam akta pendirian
beserta perubahannya di kemudian haritetap berlaku sampai dengan
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi-oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
para Likuidator. .

11. Dalam hal Perseroan bubar maka Perseroan tidak dapat
melakukan perbuatan huk_um kecuali diperlukan untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi.

12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11)
Pasal ini mehput| '

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;

h, Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
c. Pembayaran kepada para kreditor;
d

. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum
Pemegang Saham; dan

¢. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan,

13. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir proses
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likuidasi dalam Surat Kabar setelah Rapat Umum Pemegang Saham
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah
pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

Tempat tinggal (domisili) pemegang saham
Pasal 31

Untuk’ hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan
dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal
pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham

- yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

Ketentuan-ketentuan pﬁénutup
Pasal 32

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran

" Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

Akhirnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut
diatas, menegaskan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, sebagai berikut :

. Untuk pertarha'“éka_iinya telah diambil bagian dan disetor penuh
dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah saham atau
seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp, 25.000.000.000,00 (dua
puluh Iimamilyar Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham sebagai
berikut :

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan

Indonesia 11 sebanyak 24.750 {dua puluh

empat ribu tujuh ratus lima puiuh) saham

AtAU SBDESAr ivevre vt erre e Rp. 24.750.000.000,00

(dua puluh empat milyar tujuh ratus lima

puluhs juta Rupiah).
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b. PT Multi Terminal Indonesia, sebanyak 250 (dua
ratus lima puluh} saham atau sebesar ..... Rp. 250.000.000,00
{dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Sehingga seluruhnya berjumiah 25.000 (dua
puluh lima ribu) saham, dengan nilai seluruhnya
=] LT | U . Rp. 25.000.000.000,00
(dua puluh lima milyar Rupiah); ‘
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan P ;
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan angg
Komisaris, telah diangkat sebagai :
- DIREKSI : ‘
Direktur Utama : Tuan Ary Henryanto,,lahir Magelang pada
tanggal 16-02-1967 (enam belas Februari
tahun seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh..')‘;,;_ﬁWargé“Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bekasi,
=, Permata Hijau Permai Blok BR 4 Nomor : 21,
““Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017,
Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan
. Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3275031602670004, berlaku hingga tanggal
16-02-2015 {enam belas Februari tahun dua
ribu lima belas).

Direktur : Tuan Insinyur M. Adji, lahir di Boyolali pada
' tanggal 03-10-1969 (tiga Oktober tahun
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan

Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di

Bogor, Limus Pratama Regency J.3/9, Rukun

Anggaran
Direksi dan
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Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan
Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten
Bogor.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3201070310690010, berlaku hingga tanggal
03-10-2016 (tiga Oktober tahun dua ribu
-enam belas}.

Direktur : Nyonya Insinyur Rita Aryani, lahir di
Surabaya pada tanggal 31-12-1959 (tiga
puluh satu Desember tahun seribu sembilan
ratus lima puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Bekasi, Jatibening Estate Biok H-1/4,
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 013,
Kelurahan “Jatibening, Kecamatan Pondok
Gede, Kota Bekasi. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3275087112590059,

. berlaku hingga tanggal 31-12-2015 (tiga

“zpuluh satu Desember tahun dua ribu lima

belas).

. Tuan Prastyo Wasis Prabowo, lahir di Pacitan

pada tanggal 13-10-1967 (tiga belas Oktober

tahun seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal

di Depok, Jalan Casa Scronza Nomor : 11,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,

Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis,

Kota Depok. Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 3276021310670005,

bertaku hingga tanggal 13-10-2017 (tiga

belas Oktober tahun dua ribu tujuh belas).

Direktur
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» Tuan Saptono R. Irianto, lahir di Purworejo

pada tanggal 14-12-1957 (empat belas
Desember tahun seribu sembilan ratus lima
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Badan Usaha Milik Negara,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Arco
Nomor @ 3, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kelurahan® Clpete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Pemegang Kartu Tanda‘_rPenduduk Nomor :
3174065211660002, berlaku hingga tanggal
12-11-2017 (dua belas Nopember tahun dua
ribu tujuh belas);.

: Tuan Haji SSbrI_SaEman, tahir di Banda Aceh

pada tanggal 18-10-1942 (delapan belas
Oktober tahun seribu sembilap ratus empat

-'!ij;,Epquh dua), Warga Negara Indonesia,
“Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Swasembada Barat 8 Nomor : 21,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013,
Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Jakarta Utara. Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 09.5103.181042.0153,
berlaku Seumur Hidup.

: Tuan Guna Mulyana, lahir di Tasikmalaya

pada tanggal 21-07-1967 (dua puluh satu
Juli tahun seribu sembilan ratus enam puiuh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal
di Bekasi, Perumahan Bumi Asih Indah

76

PERSEROAN TERBATAS 115379

Sakura Regency Blok Y Nomor : 6, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan
Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3275092107670006, berlaku hingga tanggal
21-07-2013 (dua puluh satu Juli tahun dua
ribu tiga belas).

: Nyonya Rati Farinisrihadi, Sarjana Hukum,
Master of Laws, lahir di_Bandung pada
tanggal 12-11-1966 (dua“belas®Nopember
tahun seribu sembilan ratus enam puluh
enam}, Warga Negara,Indonesia, Konsultan,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Arco
Nomor @ 3, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kelurahan Cipete Sefatan,
Kecamatan Cl[andak Kota Jakarta Selatan.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3174065211660002, berlaku hingga tanggal

. 12-11-2017 (dua belas Nopember tahun dua

‘- ribu tujuh belas).

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para pihakisesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada
saya, Notécis;’eidép bertanggung jawab sepenuhnya atas tandatangan serta
isi Rapat Umum-Pemegang Saham yang telah diuraikan dan selanjutnya
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta ini.

Komisaris

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan
tanggal tersebut pada bagian awal akfa ini dengan dihadiri oleh :

- Yulianti Irawati, Sarjana hukum, lahir di Jakarta pada tanggal 12-07-1964
{dua belas Juli tahun seribu sembifan ratus enam puiuh empat), Warga
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Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Palem

Raja III Nomor : 5, Sektor V, Taman Yasmin, Rukun Tetangga 008,

Rukun Warga 001, Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, ‘

Kota Bogor. J

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271045207640003,

berlaku hingga tanggal 12-07-2018 (dua belas Juli tahun dua ribu

delapan belas);

untuk sementara berada di Jakarta. W
- Silfia, lahir di Bukittinggi pada tanggal 09-12-1977 (semblfan Desember

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawati; bertempat

tinggal di Jakarta, Kampung Petukangan, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 004, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor & 3175064912770003

berlaku sampai dengan tanggaf 09 12 2015 {sembilan Desember

tahun dua ribu lima belas);

yang saya, Notaris kena! sebagai SakSE saksn

Segera setelah akta ini d:bacakan ‘oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan satu tambahan tiada coretan tanpa penggantian dan
tiada coretan dengan penggantian.

Minuta akta ini telah ditandatanganl dengan sempurna.

Dtbertkan sebagai salinan yang sama bunyinya.
Notaris Di Jakarta,

NUR MUHAMMAD DIPC NUSANTARA PUA UPA, SH., MKn

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.
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